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BAB V

PERBANDINGAN HUKUM PENGGUNAAN PLATELET RICH
PLASMA DALAM UNDANG-UNDANG KESEHATAN dan

HUKUM ISLAM

Perbandingan hukum sebagai metode penelitian dan sebagai ilmu
pengetahuan usianya relatif masih muda, karena baru tumbuh secara pesat
pada akhir abad XIX atau awal abad XX. Perbandingan dapat dikatakan
sebagai suatu teknik, disiplin, pelaksanaan dan metode di mana nilai-nilai
kehidupan manusia, hubungan dan aktivitasnya dikenal dan dievaluasi.
Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam tentu mempunyai beberapa
persamaan dan perbedaaan di dalam menetapkan suatu hukum. Pandangan
Undang-Undang Kesehatan dan hukum Islam mengenai penggunaan PRP

memiliki beberapa aturan hukum yang tidak sama.

Persamaan Hukum Penggunaan Platelet Rich Plasma Dalam
perspektif Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam

Platelet rich plasma menurut llmu kesehatan adalah produk autolog
yang diproduksi dari whole blood melalui proses sentrifugasi sehingga
menghasilkan konsentrasi platelet yang tinggi dalam volume plasma yang
rendah. Dan ini termasuk masalah kotemporer yang belum ditemui oleh para

ulama pada masa lalu.
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Praktek penggunaan PRP ini dilakukan oleh masyarakat karena
beberapa alasan. Alasan yang dimaksud ialah karena motivasi dari pasien
yang memiliki penyakit yang bertahun-tahun dan belum ditemukan obatnya
ingin mendapatkan kesembuhan, baik dari jalur yang sah ataupun beda.
Alasan kedua vyaitu karena motivasi dari perempuan yang ingin
membahagiakan pasangannya, untuk tujuan terlihat cantik dan awet muda.

Kecanggihan terknologi medis bertujuan untuk tindakan mengobati
penyakit, memperpanjang usia, menahan suatu penyakit dan juga bertujuan
untuk mempercantik bagian tubuh manusia. Perkembangan teknologi di
dunia medis memang tidak bisa dihindari, pasalnya kecanggihan teknologi
tersebut untuk membantu dan mengurangi tingkat kesulitan dalam
menangani penyakit pasien. Penyakit yang mendera pasien sangat beragam
sekali, mulai tingkat yang mudah disembhkan sampai yang sulit untuk
disembuhkan. Namun, dengan adanya teknologi yang modern seperti
sekarang ini, penyakit-penyakit tersebut dapat teratasi dengan cepat. Salah
satu teknologi yang bergerak di bidang medis yang sering dilakukan adalah
terapi regeneratif dengan menggunakan PRP.

Hukum Islam menjadi salah satu pilar yang tidak bisa ditinggalkan
oleh tenaga medis muslim khususnya di rumah sakit-rumah sakit Islam.

Mengenai operasi ini Allah SWT telah berfirman:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara
kamu. dan janganlah kamu membunuh  dirimu[287];
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS.
An-Nisa’ (4): 29)**

Jika dilihat dari ayat tersebut, secara tersirat membuktikan
bahwasannya tindakan medis dalam menyelamatkan jiwa yang terancam
sama halnya dengan mempertahankan kehidupan. Oleh karena itu, tindakan
medis adalah tindakan yang diperbolehkan baik menurut Undang-Undang
Kesehatan dan hukum Islam.

Adapun penggunaan PRP dilihat dari Undang-Undang Kesehatan dan
hukum Islam mempunyai kesamaan sebagaimana berikut ini:

Pertama, Undang-Undang Kesehatan dan hukum Islam mempunyai
konklusi hukum yang sama terhadap penggunaan PRP sehingga
memunculkan hukum boleh atas perbuatan tersebut. Kesamaan yang sama

penggunaan PRP harus didasarkan atas tujuan yang sama, seperti kesamaan

dalam hal dengan penggunaan PRP untuk pengobatan.
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Kedua, kesamaan terdapat pada penyelamatan seseorang dari penyakit
yang dideritanya. Karena dengan penyelamatan tersebut seseorang dapat
melakukan kehidupan sehari-hari sebagai seorang Muslim dan sebagai
pembentukan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional.

Ketiga, obyek yang digunakan harus terbukti aman dan bermanfaat,
serta tidak menimbulkan mudharat yang lain.

Keempat, jika ditelaah lebih mendalam kesamaan hukum Islam dan
Undang-Undang Kesehatan melarang jika dilakukan hanya bertujuan untuk

bersenang-senang dan mengubah identitas.
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Artinya:  “Yang mercka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah
berhala, dan (dengan menyembah berhala itu) mereka tidak lain
hanyalah menyembah syaitan yang durhakayang dilaknati
Allah dan syaitan itu mengatakan: "Saya benar-benar akan
mengambil dari hamba-hamba Engkau bahagian yang sudah
ditentukan (untuk saya) dan aku benar-benar akan menyesatkan
mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada
mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga
binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan
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akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-
benar mereka merobahnya". Barang siapa yang menjadikan
syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia
menderita kerugian yang nyata” . (Qs an-Nisa : 117-119).""
Kelima, tindakan medis yang dilakukan untuk kepentingan
kemaslahatan, yang di dalamnya terdapat kepentingan manusia, kepentingan
pengobatan, dan lain sebagainya.
Keenam, secara Undang-Undang Kesehatan dan hukum Islam

penggunaan PRP hanya boleh dilakukan oleh dokter yang ahli dibidangnya

dan bersertifikasi.

Perbedaan Hukum Penggunaan Platelet Rich Plasma dalam perspektif

Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Islam

Penggunaan PRP untuk reverse aging jika dilihat dari segi hukum
sangatlah berbeda, hukum Islam memaknai hal ini sebagai tindakan yang
melanggar hukum Islam, karena diyakini merubah ciptaan Allah. Oleh
karena itu disisi lain ada perbedaan yang signifikan oleh tinjauan Undang-
Undang Kesehatan dan hukum Islam tentang penggunaan PRP. Yaitu
perbedaan tersebut sebagai berikut:

Pertama, pada hukum Islam muatan syarat penggunaan PRP harus
adanya keadaan darurah untuk dapat melakukan upaya kesehatan. Seperti
pada fatwa MUI nomor 2/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Penggunaan
Organ Tubuh, Ari-ari dan Air Seni Manusia Bagi Kepentingan Obat-obatan

dan Kosmetika, mensyaratkan harus adanya keadaan darurah. Sedangkan

13 |pid, hal. 141
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak
mensyaratkan harus adanya keadaan darurah untuk dapat mengupayakan
penggunaan PRP.

Kedua, Hukum Islam datang dari Allah bersumber dari Al-qur’an.
Oleh karena hal tersebut sifat hukum Islam terkadang fleksibel, dan juga
statis. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam mampu bertahan,
menyeimbangkan, dan beradaptasi dengan keadaan yang ada seiring dengan
perkembangan dunia. Oleh sebab itu wajar jika praktek penggunaan PRP
mendapatkan hukum tetap dan sangat berhati-hati dalam melaksanakannya.
Dalam Undang-Undang Kesehatan merupakan hukum yang lahir oleh
logika manusia, di peruntukkan oleh manusia dan dipengaruhi oleh
manusia. Hukum ini dibuat untuk ketertiban bersama, dan sewaktu waktu
bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan zamannya, hukum ini bisa
kadaluarsa dan tidak difungsikan lagi. Oleh sebab itu sifat hukum positif
ialah dinamis, sehingga mengatakan bahwa penggunaan PRP dapat
dilakukan sewaktu-waktu dan atas dasar apapun.

Dari beberapa uraian diatas dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil
kesimpulan bahwa tindakan penggunaan PRP untuk tindakan medis dan
reverse aging menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009,
tindakan yang dianggap tidak melanggar hukum karena tujuan dari
penggunaan PRP ini adalah untuk penyembuhan dan pemulihan penyakit.
Sedangkan menurut hukum Islam penggunaan PRP untuk tindakan medis

dapat digunakan sebagai pengobatan dengan catatan tidak ada pelanggran
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terhadap prinsip Islam, dan penggunaan PRP untuk reverse aging ini
dilarang karena mengandung pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum

Islam.



